
 

 
BUPATI BIREUEN 
PROVINSI ACEH 

 
PERATURAN BUPATI BIREUEN 
NOMOR    57     TAHUN  2020 

 
TENTANG 

 
ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA 

PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG, PEREMPUAN 
DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BIREUEN 

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA 

BUPATI BIREUEN, 

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Bireuen 

Nomor  50 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan 
Keluarga Berencana Kabupaten Bireuen, dan dalam rangka 

tertib administrasi serta kepastian penataan pegawai pada 
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan 
dan Keluarga Berencana Kabupaten Bireuen, perlu disusun 

Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagai rujukan 
formasi Pegawai dalam perencanaan, rekrutmen, 

penempatan, pengendalian dan pengembangan Pegawai 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;   

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan 
Keluarga Berencana Kabupaten Bireuen; 

Mengingat   : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Bireuen dan  Kabupaten Simeulue 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 
176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 
3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan 

Kabupaten Bireuen dan  Kabupaten Simeulue (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3963); 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang 

Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4633); 



 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang 
Formasi Pegawai Negeri Sipil, (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 

122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4332); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang 

Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian 
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4263); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang 

Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5258); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6037); 

11. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand 
Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; 

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman 

Evaluasi Jabatan; 

 

 



13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang 

Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di 
Lingkungan Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273); 

14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman 
Analis Jabatan dan Analis Beban Kerja (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26); 

15. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 
Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan 

Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi 
Kerja Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2013 Nomor 33); 

16. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019 tentang 
Perubahan atas Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Bireuen (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 

2019 Nomor 84); 

17. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 50 Tahun 2019 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta 
Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, 
Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bireuen 

(Berita Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2019 Nomor 462); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS JABATAN DAN 
ANALISIS BEBAN KERJA PADA DINAS PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT DAN GAMPONG, PEREMPUAN DAN 
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BIREUEN.  

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

  Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen. 

2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan 
urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh 
Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat 

Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangannya 
masing-masing. 

3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut 
pemerintah kabupaten adalah unsur penyelenggara 

pemerintah daerah kabupaten yang terdiri atas bupati 
dan perangkat kabupaten. 

4. Bupati adalah Bupati Bireuen. 

5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah 
Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen. 



6. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya 
disingkat SKPK adalah unsur pembantu Bupati dalam 

penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten yang terdiri 
dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan 

Rakyat, Inspektorat, Dinas, Badan dan Lembaga 
Keistimewaan Kabupaten Bireuen dan Kecamatan. 

7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, 
Perempuan dan Keluarga Berencana adalah Dinas 
PMGPKB Kabupaten Bireuen. 

8. Bagian Organisasi adalah Bagian Organisasi Sekretariat 
Daerah Kabupaten Bireuen. 

9. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai 
Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Bireuen. 

10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN 
adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai 

pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada 
instansi pemerintah. 

11. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan  fungsi, 
tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang 

pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi. 

12. Kelas jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan 
tingkat seorang pegawai negeri sipil dalam rangkaian 

susunan instansi Pemerintah yang meskipun berbeda 
dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal 

tingkat kesulitan dan tanggung jawab, dan tingkat 
persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan 

sebagai dasar penggajian. 

13. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat  JPT 
adalah sekelompok Jabatan tinggi pada instansi 

pemerintah. 

14. Jabatan Administrasi adalah sekelompok Jabatan  yang 

berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan 
publik serta administrasi pemerintahan dan 

pembangunan. 

15. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang 
berisi  fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan 

fungsional yang berdasarkan pada  keahlian  dan 
keterampilan tertentu. 

16. Peta jabatan adalah susunan nama dan tingkat jabatan 
pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan 

fungsional yang tergambar dalam struktur unit 
organisasi dari tingkat yang paling rendah sampai 
dengan yang paling tinggi. 

17. Analisis Jabatan adalah proses pengumpulan, 
pencatatan, pengolahan dan penyusunan data jabatan 

menjadi informasi jabatan.  

18. Analisis Beban Kerja adalah teknik manajemen yang 

dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi 
mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi kerja organisasi 

berdasarkan volume kerja.  



Pasal 2 

(1) Analisis Jabatan disusun sebagai dasar untuk memperoleh 

informasi jabatan secara lebih tepat dan akurat. 

(2) Tujuan Analisis Jabatan sebagai dasar pengelolaan 

kepegawaian khususnya penataan ASN pada Dinas PMGPKB 

Kabupaten Bireuen dalam kepentingan kelembagaan, 

kepegawaian, ketatalaksanaan dan pengawasan serta 

akuntabilitas. 

 
Pasal 3 

(1) Analisis Beban Kerja disusun sebagai dasar untuk 
memperoleh jumlah pegawai yang tepat dan akurat untuk 

melaksanakan tugas dan fungsi kebutuhan ASN 
berdasarkan kebutuhan struktur organisasi Dinas PMGPKB 

Kabupaten Bireuen. 

(2) Tujuan Analisis Beban Kerja sebagai dasar penempatan 
pegawai dalam jabatan yang diperlukan oleh Dinas PMGPKB 

Kabupaten Bireuen dalam pelaksanaan tugas dan fungsi 
organisasi sesuai beban kerja. 

 

BAB II 

KEGUNAAN 
 

Pasal 4 

(1)  Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dipergunakan 
untuk : 

a. penyusunan dan penetapan kebutuhan; 
b. penentuan pangkat dan jabatan; 

c. pengembangan karier; 
d. pengembangan kompetensi; 
e. penilaian kinerja; 

f. penggajian dan tunjangan; dan 
g. pemberhentian. 

(2) Penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai 
kewenangannya dilakukan oleh : 

a. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 
Manusia Kabupaten Bireuen; dan 

b. Bagian Organisasi. 

 
 

BAB III 
RUANG LINGKUP 

 
Pasal 5 

(1) Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dilakukan 

terhadap jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, 
jabatan pengawas, jabatan pelaksana dan jabatan 

fungsional. 



(2) Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diolah menjadi informasi jabatan, 

meliputi : 

a. nama jabatan identitas jabatan yang berupa nama 

jabatan, kode jabatan, letak jabatan, dan ikhtisar 
jabatan; 

b. nama jabatan adalah sebutan untuk memberi ciri dan 
gambaran atas isi jabatan, yang berupa sekelompok 
tugas yang melembaga atau menyatu dalam satu wadah 

jabatan, tugas, dan fungsi yang sama sebaiknya 
menggunakan nama jabatan yang sama; 

c. kode jabatan adalah kode yang merepresentasikan suatu 
jabatan, yang dibuat untuk mempermudah inventarisasi 

jabatan; 

d. ikhtisar jabatan atau ringkasan tugas adalah ringkasan 
dari tugas-tugas yang dilakukan, yang tersusun dalam 

satu kalimat yang mencerminkan pokok-pokok tugas 
jabatan; 

e. kualifikasi jabatan adalah persyaratan yang harus 
dipenuhi oleh pegawai untuk menduduki suatu jabatan, 

agar dapat melaksanakan tugas dengan baik; 

f. uraian tugas adalah paparan semua tugas jabatan yang 
merupakan upaya pokok pemangku jabatan dalam 

memproses bahan kerja menjadi hasil kerja 
menggunakan perangkat kerja dalam kondisi tertentu; 

g. hasil kerja adalah produk yang harus dicapai oleh 
pemangku jabatan; 

h. bahan kerja adalah masukan yang diproses dengan 
tindak kerja (tugas) menjadi hasil kerja; 

i. perangkat kerja adalah acuan atau pedoman yang 

digunakan untuk mengolah bahan kerja menjadi hasil 
kerja; 

j. tanggung jawab adalah rincian atas segala sesuatu yang 
dipertanggungjawabkan kepada pemangku jabatan, 

beserta segi-seginya;  

k. wewenang adalah hak dan kekuasaan pemangku jabatan 
untuk mengambil sikap atau menentukan sikap 

pengambilan keputusan; dan 

l. syarat jabatan adalah persyaratan minimal lain yang 

dapat dipenuhi oleh pegawai untuk menduduki suatu 
jabatan, agar dapat melaksanakan tugas dengan baik. 

(3) Analisis Beban Kerja berupa jumlah formasi jabatan dan 
pegawai yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas dan 
fungsi pada Dinas PMGPKB Kabupaten Bireuen sesuai 

dengan beban kerja jabatan. 

(4) Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas 

PMGPKB Kabupaten Bireuen sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam 

peraturan ini. 



(5) Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Bagian 

Organisasi. 

 

BAB IV 

KEWENANGAN 

Pasal 6 

(1) Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja merupakan 

kewenangan Sekretariat Daerah dalam hal ini dilaksanakan 

oleh Bagian Organisasi. 

(2) Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikut 

sertakan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten terkait 

dan/atau pihak lain. 

 

 

BAB V 

MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN 

Pasal 7 

(1) Bagian Organisasi melaksanakan monitoring terhadap 

pemanfaatan pelaksanaan hasil Analisis Jabatan dan 

Analisis Beban Kerja pada Satuan Kerja Perangkat 

Kabupaten secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai 

kebutuhan. 

(2) Evaluasi dan pengendalian kebijakan/pengaturan Analisis 

Jabatan dan Analisis Beban Kerja pegawai sebagai bagian 

dari formasi dan kedudukan penempatan pegawai dalam 

jabatan pada Dinas PMGPKB Kabupaten Bireuen 

dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia Kabupaten Bireuen dan Bagian 

Organisasi. 

(3) Pelaksanaan evaluasi dan pengendalian sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), Bagian Organisasi dapat 

berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten 

terkait. 

(4) Anggaran pelaksanaan monitoring, evaluasi dan 

pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) 

dan ayat (3) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Kabupaten (APBK) melalui Dokumen Pelaksanaan 

Anggaran (DPA) Bagian Organisasi. 

 

 



 
BAB VI 

KETENTUAN  PENUTUP  

 Pasal  8 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen. 

 

 
Ditetapkan di Bireuen 

pada tanggal 3 November 2020 
   

BUPATI BIREUEN, 
     
 ttd 

 
MUZAKKAR A. GANI 

 
 

Diundangkan di Bireuen 
pada tanggal 3 November 2020 
 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN BIREUEN, 

 
 ttd 

 
        ZULKIFLI 
 

 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2020 NOMOR 546 
 

 

  


